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ABSTRAK 

Priyo Arif Wicaksono. Panitia Persiapan Konstitusi: Dinamika Kelembagaan dan 

Upaya Penyusunan Konstitusi Baru dalam Konstituante 1957-1959. Skripsi. 

Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, 

Universitas Negeri Jakarta, 2026. 

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah Panitia Persiapan Konstitusi 

(PPK) sebagai salah satu alat kelengkapan Konstituante Republik Indonesia dalam 

proses penyusunan konstitusi baru pada tahun 1957–1959. Fokus penelitian 

diarahkan pada latar belakang pembentukan Panitia Persiapan Konstitusi, struktur 

dan mekanisme kerjanya serta dinamika yang terjadi dalam perumusan Materi 

Muatan Konstitusi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan tahapan 

heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Heuristik dilakukan dengan 

mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, kemudian diverifikasi melalui kritik 

eksternal dan internal. Sumber yang telah teruji selanjutnya diinterpretasikan untuk 

memperoleh fakta sejarah, yang kemudian disusun menjadi tulisan sejarah secara 

kronologis dan analitis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panitia Persiapan Konstitusi dibentuk sebagai 

respons terhadap kompleksitas pembahasan dalam Konstituante yang 

beranggotakan 514 orang dengan latar belakang ideologi yang beragam. Melalui 

pembentukan komisi-komisi konstitusi dan mekanisme pembahasan berjenjang, 

PPK berperan menghimpun, mengolah, dan merumuskan berbagai materi muatan 

konstitusi sebelum diajukan kepada Sidang Pleno Konstituante. Penelitian ini 

menemukan bahwa PPK tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis penyusun 

rancangan konstitusi, tetapi juga menjadi ruang negosiasi politik dan ideologis yang 

mempertemukan berbagai gagasan mengenai dasar negara, hak asasi manusia, 

sistem pemerintahan, wilayah, dan identitas negara. Meskipun berhasil 

menghasilkan sejumlah rumusan penting, PPK tidak mampu menyelesaikan 

kebuntuan terkait dasar negara akibat kuatnya fragmentasi ideologis antara 

kelompok pendukung Pancasila, Islam, dan Sosial-Ekonomi. Pada akhirnya, proses 

penyusunan konstitusi terhenti setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante beserta seluruh alat 

kelengkapannya. 

Kata Kunci: Panitia Persiapan Konstitusi, Konstituante, Konstitusi, Deliberatif. 



 

ii 

 

ABSTRACT 

Priyo Arif Wicaksono. The Constitutional Preparatory Committee: Institutional 

Dynamics and the Effort to Draft a New Constitution within the Constituent 

Assembly, 1957–1959. Undergraduate Thesis. Jakarta: History Education Study 

Program, Faculty of Social Sciences and Law, Universitas Negeri Jakarta, 2026. 

This study aims to reconstruct the history of the Constitutional Preparatory 

Committee (Panitia Persiapan Konstitusi or PPK) as one of the auxiliary bodies of 

the Constituent Assembly of the Republic of Indonesia in the process of drafting a 

new constitution between 1957 and 1959. The research focuses on the background 

of the establishment of the Constitutional Preparatory Committee, its organizational 

structure and working mechanisms, as well as the dynamics involved in the 

formulation of constitutional provisions. 

This study employs the historical method, consisting of four stages: heuristics, 

verification, interpretation, and historiography. The heuristic stage was conducted 

by collecting relevant historical sources, which were subsequently verified through 

external and internal criticism. The verified sources were then interpreted to 

generate historical facts, which were finally organized into a chronological and 

analytical historical narrative. 

The findings reveal that the Constitutional Preparatory Committee was established 

as a response to the complexity of deliberations within the Constituent Assembly, 

which consisted of 514 members representing diverse ideological backgrounds. 

Through the establishment of constitutional commissions and a multi-tiered 

deliberative mechanism, the committee functioned to collect, process, and 

formulate various constitutional provisions before submitting them to the plenary 

sessions of the Constituent Assembly. This study finds that the committee served 

not merely as a technical body responsible for drafting constitutional proposals, but 

also as a forum for political and ideological negotiation that brought together 

competing ideas concerning the state foundation, human rights, governmental 

structure, territorial issues, and national identity. Although the committee 

successfully produced several important constitutional formulations, it was unable 

to resolve the deadlock surrounding the state foundation due to the deep ideological 

divisions between supporters of Pancasila, Islam, and the Socio-Economic principle. 

Ultimately, the constitution-making process came to an end following President 

Sukarno’s Presidential Decree of 5 July 1959, which dissolved the Constituent 

Assembly along with all of its auxiliary bodies. 

Keywords: Constitutional Preparatory Committee, Constituent Assembly, 

Constitution, Deliberative. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

"Apa yang dilakukan oleh orang setelah mendengar suatu khotbah jauh lebih 

penting dari apa yang dikatakannya tentang khotbah itu."  

- Mohammad Hatta 
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paripurna dalam waktu yang relatif efektif. 

Penelitian skripsi ini disusun dalam rangka memperoleh gelar sarjana 

pendidikan yang disyaratkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu 
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pengetahuan yang diberikan. 
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Untuk tempat pulang sekaligus tempat penulis menempa kebersamaan, 
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penulis sampaikan terima kasih kepada Pakcik Alen atas sumber buku langka yang 
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Tanjung, terima kasih telah menjadi rekan diskusi terhadap topik seputar timeline 

Demokrasi Parlementer. Untuk semua yang kalian berikan penulis rasa ucapan 

terima kasih tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan. 

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan hidup bagi kalian. 
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kolaborasi dengan berbagai individu di dalamnya. Kolega di Pendidikan Sejarah 

Angkatan 2022, BLMP Sejarah, dan BPM FISH UNJ serta PMII UNJ telah banyak 

membantu penulis dalam proses perkuliahan ini. Terima kasih banyak dan maaf 
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takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 

Penulis sadar bahwa masih sangat banyak kekurangan dalam penulisan 
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pendapat, atau tanggapan terhadap suatu isu. 

Parlemen : Lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi 

legislasi, pengawasan, dan anggaran. 

Staatsnoodrecht : Hukum darurat negara yang memungkinkan penguasa 

mengambil tindakan luar biasa dalam kondisi krisis 

demi keselamatan negara. 

Sidang Pleno : Sidang lengkap yang dihadiri oleh seluruh anggota 

suatu lembaga untuk membahas dan mengambil 

keputusan penting. 

Unikameral : Sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu lembaga 

legislatif. 



 

xiii 

 

DAFTAR SINGKATAN 

ACOMA : Angkatan Comunis Muda 

AKUI : Angkatan Kemenangan Umat Islam 

Baperki : Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia 

BP KNIP : Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat 

GBRI : Gerakan Banteng Republik Indonesia 

GERPIS : Gerakan Pilihan Sunda 

GPPS : Gerakan Pembela Pantja Sila 

IPKI : Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 

KNIP : Komite Nasional Indonesia Pusat 

Masyumi : Majelis Syuro Muslimin Indonesia 

Murba : Musyawarah Rakyat Banyak 

NU : Nahdlatul Ulama 

Parkindo : Partai Kristen Indonesia 

Permai : Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia 

Perti : Pergerakan Tarbiyah Islamiyah 

PIR : Persatuan Indonesia Raya 

PKI : Partai Komunis Indonesia 

PNI : Partai Nasionalis Indonesia 

PPK : Panitia Persiapan Konstitusi 

PPPRI : Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia 

PPTI : Partai Persatuan Tharikat Islam 

PRD : Persatuan Rakyat Desa 

PRIM : Partai Republik Indonesia Merdeka 

PRN : Partai Rakyat Nasional 

PSI : Partai Sosialis Indonesia 

PSII : Partai Sarekat Islam Indonesia 

PTI : Partai Tani Indonesia 

PTTK : Peraturan Tata Tertib Konstituante 

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

UUDS 1950 : Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 



 

xiv 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Perbandingan Komposisi Keanggotaan Konstituante dan 

Panitia Persiapan Konstitusi Berdasarkan Fraksi.............. 

 

38 

Tabel 2 Komposisi Pimpinan Komisi Konstitusi........................... 43 

Tabel 3 Pembagian Materi Pembahasan Konstitusi dalam Setiap 

Komisi Konstitusi dan Sub Komisi.................................. 

 

45 

Tabel 4 Rekapitulasi Usulan Fraksi dalam Rapat PPK 30 Oktober 

sampai 4 November 1958................................................. 

 

72 

Tabel 5 Usulan Nama Negara Bagian dalam Laporan Komisi 

Konstitusi III Tentang Bentuk Negara dan Sistem 

Pemerintahan.................................................................... 

 

 

73 

Tabel 6 Keputusan Rumusan Alat Kelengkapan Negara............... 78 

Tabel 7 Materi Muatan Konstitusi yang Berhasil Dibuatkan 

Rancangan Pasal............................................................... 

 

96 

 



 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR  

Gambar 1 Presiden Soekarno melantik anggota Konstituante di 

Gedung Merdeka, Bandung 10 November 1956............... 

 

18 

Gambar 2 Sidang Pleno Konstituante pada 14 Januari 1957.............. 21 

Gambar 3 Salinan Keputusan Konstituante Nomor 6 Tahun 1957 

Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Konstitusi, 

tanggal 14 Februari 1957................................................... 

 

 

36 

Gambar 4 Proses Pemungutan Suara Tentang Kembali Ke UUD 

1945 di Konstituante, 30 Mei 1959.................................... 

 

95 

 



 

xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar Anggota Panitia Persiapan Konstitusi.................... 112 

Lampiran 2 Peraturan Tata Tertib Konstituante yang Mengatur 

Panitia Persiapan Konstitusi............................................. 

 

116 

Lampiran 3 Formulir Pendaftaran Calon Anggota Panitia Persiapan 

Konstitusi......................................................................... 

 

117 

Lampiran 4 Penggolongan Soal-Soal yang Patut Dimasukkan ke 

Dalam Undang-Undang Dasar yang Baru....................... 

 

118 

Lampiran 5 Poin Kesepakatan Terkait Hak yang Dimasukkan ke 

Dalam Konstitusi Baru..................................................... 

 

119 

Lampiran 6 Lima Puluh Dua Asas Dasar Dengan Dua Pendapat yang 

Disepakati......................................................................... 

 

120 

Lampiran 7 Rancangan Pasal dari Panitia Persiapan Konstitusi 

Tentang Bendera, Lagu, dan Ibukota Negara.................... 

 

124 

Lampiran 8 Rancangan Pasal Tentang Kepegawaian dari Panitia 

Persiapan Konstitusi......................................................... 

 

124 

Lampiran 9 Rancangan Pasal Tentang Bentuk Negara dari Panitia 

Persiapan Konstitusi......................................................... 

 

126 

Lampiran 10 Rancangan Pasal Tentang Keuangan Dari Panitia 

Persiapan Konstitusi 

 

127 

Lampiran 11 Rancangan Mukaddimah dari Panitia Persiapan 

Konstitusi......................................................................... 

 

128 

Lampiran 12 Rancangan Pasal Tentang Yudikatif dari Panitia 

Persiapan Konstitusi......................................................... 

 

129 

Lampiran 13 Rancangan Pasal Tentang Hak Asasi Manusia dan Hak 

serta Kewajiban Warganegara.......................................... 

 

130 

Lampiran 14 Rancangan Pasal Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Penafsiran Undang-undang Dasar.................................... 

 

131 

Lampiran 15 Faksi Ideologi dalam Konstituante.................................. 132 


	Abstrak
	AbstracT
	Lembar PENGESAHAN SKRIPSI
	LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
	LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI
	pP Motto dan Persembahan
	PRAKATA
	DAFTAR ISI
	DAFTAR ISTILAH
	DAFTAR SINGKATAN
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN

